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ABSTRAK 

Indonesia adalah negara hukum yang wajib memberikan perlindungan Hak Asasi 

Manusia terhadap semua warganegaranya sebagaimana diamanatkan dalam 

Konstitusi yakni UUD Negara Republik Indonesia 1945. Pada masa pandemi 

Covid-19, Pemerintah menetapkan kebijakan yang mewajibkan setiap orang untuk 

mengikuti program vaksinasi Covid-19 sesuai dengan ketentuan Pasal 13B 

Perpres No. 14 Tahun 2001. Di Provinsi Sumatera Selatan dikeluarkan Peraturan 

Daerah Provinsi No. 1 Tahun 2021. Perda ini memberi sanksi bagi orang yang 

menolak vaksin, dan terhadapnya dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini seolah 

bertentangan dengan UU Praktik Kedokteran dan UU Rumah Sakit yang 

menyebutkan bahwa menolak tindakan (termasuk vaksin) adalah hak pasien dan 

merupakan bagian dari HAM. Mengingat hal ini, maka Penulis tertarik untuk 

melakukan kajian dengan mengambil judul: Sanksi Pidana Penolakan Vaksinasi 

Covid-19 Ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 

1 Tahun 2021 dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid--19. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan spesifikasi 

penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data primer dan data 

sekunder, dengan metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi 

kepustakaan untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode analisis data 

menggunakan metode kualitatif. 

Berdasarkan hasil studi dapat disimpulkan bahwa Perda Prov Sumsel No. 1 Tahun 

2021 dapat digunakan sebagai peraturan yang memuat sanksi pidana bagi penolak 

vaksin covid-19 karena memenuhi ketentuan Pasal 15 UU No. 12 Tahun 2011. 

Tidak ada pelaksanaan pemberian sanksi pidana bagi yang menolak vaksin covid-

19 di Kota Palembang, karena penegak hukum (Satpol PP dan Polri) 

menempatkan hukum pidana sebagai solusi terakhir apabila pranata hukum lain 

tidak berfungsi, data penolak vaksin yang tidak akurat dan orang yang tidak 

vaksin dinyatakan belum vaksin. Pemberian sanksi pidana yang termuat pada 

Perda Prov Sumsel No. 1 Tahun 2021 sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan 

sesuai dengan teori relatif bahwa ketentuan tersebut bertujuan untuk melindungi 

masyarakat dari risiko penularan covid-19. 

Kata kunci : Pandemi Covid-19, penolakan vaksin Covid-19, sanksi pidana, 

                      Kota Palembang, Perda Sumsel No. 1 Tahun 2021. 

 

 

 


	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR SINGKATAN
	BAB I
	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Lokasi Penelitian
	C. Rumusan Masalah
	D. Tujuan Penelitian
	E. Manfaat Penelitian
	F. Kerangka Konsep dan Kerangka Teori
	1. Kerangka Konsep
	2. Kerangka Teori

	G. Metode Penelitian
	1. Metode Pendekatan
	2. Definisi Operasional
	3. Spesifikasi Penelitian
	4. Objek Penelitian
	5. Jenis Data
	6. Metode Pengumpulan Data
	7. Metode Pengolahan dan Penyajian Data
	8. Metode Analisis Data

	H. Sistematika Penyajian Tesis

	TINJAUAN PUSTAKA
	A. Teori Pidana dan Pemidanaan
	1. Pengertian Hukum Pidana
	2. Tujuan Hukum Pidana
	3. Fungsi Hukum Pidana
	4. Dasar Pemidanaan
	5. Alasan dan Maksud Pemidanaan
	6. Asas-Asas Hukum Pidana

	B. Sanksi Pidana
	1. Pengertian Sanksi Pidana
	2. Ciri-Ciri Sanksi Pidana
	3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana
	4. Syarat-Syarat Penjatuhan Sanksi Pidana
	5. Ketentuan Penjatuhan Sanksi Pidana

	C. Pandemi COVID-19 dan Penanggulangannya.
	D. Ketentuan tentang Wabah Penyakit, Bencana dan Karantina Kesehatan
	1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
	2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
	3. Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020
	4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular

	E. Teori Peraturan Daerah
	1. Pengertian Peraturan Daerah
	2. Fungsi dan Tujuan Peraturan Daerah
	3. Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah

	F. Hak Pasien Menolak Tindakan Invasif

	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	A. Analisis Pengaturan Pemberian Sanksi Pidana bagi Orang yang Menolak Vaksin Covid-19 Terkait dengan Hak Pasien Menolak Tindakan Medis
	1. Dasar Hukum Pelaksanaan Vaksin Covid-19 di Indonesia
	2. Pengaturan Pemberian Sanksi Pidana bagi Orang yang Menolak Vaksin Covid-19 Berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 dan Pertentangannya dengan Hak Pasien Menolak Tindakan Medis

	B. Pelaksanaan Pemberian Sanksi Pidana bagi Orang yang Menolak Vaksinasi Covid-19 di Wilayah Kota Palembang
	C. Kesesuaian Pemberian Sanksi Pidana pada Orang yang Menolak Vaksin Covid-19 dengan Tujuan Pemidanaan

	PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	Lampiran 1
	Lampiran 3
	Lampiran 4
	Lampiran 5
	Lampiran 6
	Lampiran 7
	Lampiran 8
	Lampiran 9
	Lampiran 10
	Lampiran 11
	Lampiran 12
	Lampiran 13

